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PUTUSAN

Nomor 1164/Pdt.G/2021/PA.Tgr
S\ P\ Y >
@E“”M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat yang dikumulasi dengan Gugatan Hak
Asuh Anak/ Hadhanah antara:
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kutai, 09 Mei 1986, agama
Islam, pekerjaan = XXXXXXXX ~ XXXXXX  XXXX,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
selanjutnya disebut Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kutai, 01 Januari 1976, agama
Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SD,
tempat kediaman diKABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09
November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong
pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 dengan register perkara Nomor
1164/Pdt.G/2021/PA.Tgr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah pada tanggal 09 September 2004 terdaftar pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tenggarong Seberang XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX,
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dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/13/IX/2004 tanggal 09 September

2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina

rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan

bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di XXXXX XXXXX XXXX, XXXX X, XX

XX, XXXX XXXXXX XXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXxxxxX, Kabupaten Kutai

Kartanegara selama 17 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

tiga anak bernama;

3.1 xxx lahir di Tenggarong Seberang pada bulan November 2005;
3.2 xxx lahir di Karang Tunggal pada tanggal 08 Agustus 2010;
3.3 xxx lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 10 Agustus 2013;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula

berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2005 antara

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya

menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengakaran terjadi dikarenakan :
5.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan ketika
marah Tergugat sering berkata kasar, merusak barang dan sering
memukul Penggugat. Tergugat menjadi marah pada saat Penggugat
menegur Tergugat karena Tergugat malas dalam bekerja dan pilih-pilih
dalam pekerjaan;

5.2. Ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sudah
dua kali mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya

sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 5 bulan,

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat

telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah disuruh pergi

oleh Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat

bertempat tinggal di XXXXX XXXXX XXXX, XXXX X, XX XX, XXXX XXXXXX XXXXXXX,

Kecamatan Tenggarong Seberang, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX dan
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Tergugat bertempat tinggal di XXXXX XXXXX XXXX, XXXX X, XX XX, XXXX XXXXXX
XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXHXXXXXK XXXXXXKK, XKXXXXXXXK XXXXK XXXXXXKKKKX;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 Bulan,
maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya
karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya
sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah
tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kartena
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan
dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka
Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman, kedua
anak pada posita 3 dirawat/ diasuh secara bergantian, namun dikemudian
hari Tergugat pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-
anak tanpa alasan yang jelas, selain itu Penggugat merasa khawatir akan
keselamatan mereka karena mereka masih berada dibawah umur dan
Penggugat khawatir terhadap pertumbuhan anak tersebut apabila diasuh
oleh Tergugat melihat sikap dan perilaku Tergugat. maka Pengugat mohon
agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan
pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak
yang bernama :

3.1. Xxx lahir di Karang Tunggal pada tanggal 08 Agustus 2010

3.2. Xxx lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 10 Agustus 2013;
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Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi
kedua Anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;
SUBSIDAIR:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses
mediasi dengan mediator Hakim Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., yang
ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam
Penetapan Ketua Majelis Nomor 1164/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 06 Desember
2021;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Desember 2021,
menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan
Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas
pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan
membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri,
selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon
penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat
dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka
untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016
maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi
perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam
membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat
dan kembali rukun selayaknya suami isteri, selanjutnya Penggugat menyatakan
akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan Penggugat tersebut, oleh
karenanya maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN
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1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1164/Pdt.G/2021/
PA.Tgr;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp730.000,-
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tenggarong pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh oleh Nahdiyanti,
S.H.l,, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H., dan
Khalishatun Nisa, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi
oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H. Khalishatun Nisa, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 600.000,00
- PNBP :Rp 30.000,00
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Sumpah 'Rp ,00
Penerjemah :Rp ,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 730.000,00
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
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